BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR {§ TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABU PATEN BATANG HARI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HAR],

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belan ja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Npmor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nompr 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan |Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah...




9.

10.
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Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 5j;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2021 Nomor 6});

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
Hari (Berita Daerah Kabujjaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor
76);

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 72 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor
73).

Dengan persetujuan bersama
|

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menetapkan

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSIKAN:

:PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

4
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :

g.

MmO a0 o

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan seba{gaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
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a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

b. Lampiran .1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
organisasi;

c. Lampiran [.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. Lampiran [.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program dan kegiatan,;

e. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal . 20 —F — 2022
——ABUPATI BATANG HARI

L]

MU BAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal Q¢ — 77— 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2022 NOMOR :
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan Daerah........................ Rp. 1.344.302.737.778,44
Belanja Daem@h........cuibaisaa Rp. 1.253.599.608.461,20
Surplus/Defisit....c.ccccccteivinnvnna.. . Rp. 90.703.129.317,24
Pomibiamaam.. ..vvcnnienabaminnsiis
- Penerimaan................leceeueeeennneen Rp. 13.275.064.293,32
SRR e ¢ (B s SR A———— Rp. 4.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 8.775.064.293,32
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran.. Rp. 99.478.193.610,56
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 41.831.751.737,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan.........ccoeesbovvererennn. Rp. 1.302.470.986.041,00
b. Realisasi..coceeuevccciiboerieeen. Rp. 1.344.302.737.778,44
Selisih Lebih/(Kurang)........... Rp. 41.831.751.737,44

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah
Rp.57.646.171.873,12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan_..........|.......... RP-  1.311.245.780.334,32
5. ReElSeai i ... cocconsilicimssassnss Rp.  1.253.599.608.461,20
Selisih Lebih/(Kurang)........... Rp. 57.646.171.873,12

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 99.477.923.610,56 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan Rp. (8.774.794.293,32)
b. RealiSasi........ccoeuvrenivieiinninincnian. Rp. 90.703.129.317,24
Selisih Lebih/(Kurang)................. Rp. 99.477.923.610,56

(4) Selisih Lebih Realisasi dengan Anggaran penerimaan
pembiayaan sejumlah (Rp. 270.000,00) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran...
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a. Anggaran Penerimaan pembiayaan

setelah Perubahan........................  Rp. 13.274.794.293,32
b ReSlsmal ool e Rp. 13.275.064.293,32
Selisih Lebih/(Kurang................. Rp. (270.000,00)

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan

setelah Perubaham. ...} vesesvsironssness Rp. 4.500.000.000,00
ST R S —— Rp. 4.500.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang).................. Rp. 0,00

(6) Selisih Lebih Realisasi dengan Anggaran pembiayaan neto
sejumlah (Rp. 270.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah

Perubahan.....ccococoeiiiiiiiiiiiiniinnnnn., Rp. 8.774.794.293,32

B. REEIESAIS.. .. .. 0 consemtbioess sssnsmmenssssss Rp. 8.775.064.293,32

Selisih Lebih/(Kurang)........c..cccee.. Rp. (270.000,00)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per
31 Desember 2021 sebagai berikut:

g Junifsil Aset....comnaniisininia, Rp. 1.999.383.371.033,72
b. Jumlah Kewajiban........l.cc..cc..... Rp. 4.385.695.220,01
c. Jumlah EKUItas.........ccoccevvniininnnnns Rp. 1.994.997.675.813,71

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos—pos laporan
keuangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

e Lonmpivamn K. ..o




